BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama lima dekade, kehidupan masyarakat Kolombia diwamai dengan
ketegangan akibat konflik sipil yang terj

kelompok FACR. (Fuerzax Armaday Revolucionarias de Colombia) dan ELN
{Ejército de Liberacion Nacional). Awalnya kedua kelompok tersebut didirikan
untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang dinilai merugikan masyarakat
kelas menengah ke bawah terutama akibal praktik privatisasi sumber daya alam
vang diberlakukan oleh kelompok liberal {Fonseca, et al. 2024),



Seiring wakty, jaringan kedua kelompek ini mulai meluas yang dibuktikan
dengan masifnya pertumbuhan kelompok tersebut. Namun, dibalik masifnya
pertumbuban kelompok tersebut, sikap mereka dirasa mulai menyimpang dari
tjuan awal yang mana mereka sering kali mefakukan pemberontakan dengan
menggunakan kekerasan dan kejahatan wsmtuk mencapai kepentingan mereka
(Diniarti, 2019). Selain ffu, banyak dari anggota kelompok tersebut hingga saat ini
mash kerop elkkan ok ek, kekersan Higgh pebunaban tehadap
masyarakat sipil terulama ferhadap kaum perempuan  (Weber, 2021},
Pmnm dilakukan oleh kelompok tersebut telah membuat kondisi yang
terjadi di dalam konflik sipil makin berkembang. dan membuat sitiiasi internal
Kulqnhhﬂm kacan. Berdasarksn data dari Council an Furéiﬁﬁm;f#ﬁ_lﬂik

uhmm jm dan memaksa sekitar 5.7 juta warga untuk mengungsi dari
tempat tinggal mereka (Klobucista, et al. 2017). Dalam wpaya untuk mengakhiri
konflik sipil tersebut, pemerintah Kolombia mencoba berbagai upaya, fapi seluruh
upaya fersebut selalu bernkhir pada kegagalan. Hingga pada fahun 2016 laly, hilal
perdamaian di Kolombia bar menampakkan hasilnys, dibawah kepemimpinan
Presiden Juan Manuel Santos, kelompok FACR beserta pemerintah Kolombia

berhasil bersepakat serta mnnndﬁiﬁngani peﬁmj'ian domai yang dikenal dengan
perjanjian Hevama.

Perjanjian tersebut berisi enam poin penting yang menandai bahwa konflik
ini telah berakhir; Reformasi di wilayah perdesaan; Membentuk FACR menjzdi

partai politik resmi; Mengakhiri konflik yang berkepanjangan; Komitmen untuk



memberantas narkoba; Menjamin keadilan untuk korban konflik; dan, Membentuk
badan untuk mengawasi jalannya perjanjian damai i (Wulanden, 2025).
Pemnjanjian ini juga menjadi awal baru bagi Kolombia untuk membangun
perdamaian dan menata kehidupan yang lebih baik. Sejak perjanjian tersebut
diimplementasikan, terdapat beberapa pemubahan positif yang terjadi, seperti
menurunya knminalitas, kases km:hn;puﬁunuh:m serta berbagai macam
ancaman Mmmwrmmummw; Diketahui menurut
data yang dipublikasikan oleh UNODC (UN Office an Drugs and Grime) (2023).
menunjukkan bahwa sejak perjanjian damai tersehut di deklarasikan pada tahun
Niﬁ.hﬁﬂ penurunan yamg signifikan dalam nnghtmmm terhadap
masyarakst di wilayah Kolombia hingga tahun 2020 (WorldBank, 2023). Selainatu.
pada enam bulun pertama implentasi perjanjian tersebut, kelompok FACR
menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memenuhi perjanjian tersebut, Hal ini
dibuktikin dari pengembalian senjata dari masing-masing pejuang FACR. dari
operasi tersebut terdapat 8.112 senjata serta hampir 13 juta pelury yang disita
(United Nation, 2017).

Meskipun, dalam beberupa aspek deklarasi damai tersebut berhasil berkerja
sebagaimana mestinya, namun periu dimngat bahwa deklarasi damai bukan hanya
sekedar menghentikan konflik atau per.llucu!.an sejﬁla tetapi juga menyentuh dimensi
peacebuilding di dalam masyarakal pasca konflik. Pada praktiknya proses
peacebuilding Kolombia masih menghadapi tantangan semenjak perjanjian Havana
dideklarasikan. Hal tersebut dapat dilihat melalu sikap masyarakat Kolombia vang

cenderung skeptis akan jalannya deklarasi damai tersebut. Rasu ketidakpercayaan



masyarakat tersebut besar dipengaruhi oleh konflik sebelumnya yang mana telah
menyebabkan kekerasan melebur di dalam budava masyarakat sehari-han, kondisi
ini juga di perparah dengan tidak ads keseriusan pemerintah Kolombia
menyelesaikan kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok FACR sebelumnya
(Marre, 2014). Aspek-aspek tersebut tents dapat menghambat jalannya proses
peacebuilding di Kolaimbia jika tidsk diselesaikan $ecepat mungkin.

Melihat tingkal kstidakpercayaan yang fingei dafi masyorakat techadap
implementasi perjonjian damai tersebut. Pemenintah Kolombia berinisiatif untuk
m sebunh program yang didalamnya berfokus pada proses rekonsiliasi
sﬂlmknl pasca konflik, program tmbulbﬁﬁu&ﬂmﬁmpwa fa Po=z
(Kitchen for Peace). Program ini merupakon kolaborasi antarm departemen
Kementerian Kebudayaan, Seni dan Pengetahusn Kolombia dengan organisasi

pangan internasional yaite FAQ (Food and dgriculiure Organization). Pm@_r.:m ini
awalnys merupakan bagian dari kebijakan gastronomi untuk memperluas,
md{[ﬁtﬂgj serta mempromosikan pengetahuan fentang kulmer tradisional
program imi bertransformasi menjadi sebuah agenda ;;I;J.iﬁk Kolombia yang
o eraganan dn heksysan by
meetalui praktik serty pmduig kuliner tmclli.sinrr.n].nfgnm sehagai faktor fundamental

bertujuan sebagai instrumen unfuk meil

identitas negara, serta mempromosikan perdamaian  dan  pembangunan
berkelanjutan melalui praktik kuliner tradisional Kolombia (Minister of Culturas
Colombia, 2025). Tujuan dari program ini juga diperkual dengan pernyataan vang

dijelaskan oleh Michaela Espinosa, Speasialis senior pangan di FAOQ Kolombia,



dalam pernyataannya ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sekedar
mempromosikan budaya melalui kuliner saja. melainkan juga mempromosikan
dapur sebagai medium untuk menyampaikan kisah, emosi, kasih sayang, serta
pengetahuan (FAO Colombia, 2025).

Program ini tidak hanya berkontribusi dalam mempromosikan budaya dan
dapur sebagai alat_unfik membangun perdamaian, namun program ini juga
berkontribusi untuk  memenuhi agenda global yaitw SDG's (Sustainable
Develomprient G‘mﬁﬁ.m agenda SDG's yong mgm dicapai melalu
program ini ialah, Agends 3 (Zero Hunger). h{uﬂl }{Hﬁu&r Egualitv), dan
Agenda |1 (Sustainable Cities and Communiny) (Minister of Culturss Colombia,
2025). Lalu dalam program ini, terdapat banyak kegiatan yang diadakan seperti,
seminar, lokakaryx. kursus virtual tentang makinan tradisional, serta pertukaran
_pﬁu_gmﬂiﬂmdilaksamkm di 24 wilayah termasuk wilayah yang rawan akan
konflik. Pada tahun 2025, fokus program ini lebih kearsh memperkuat transfer
peﬂguhhuan antargencrasi, pe:ngunt:m kopasitas Enk:l.l:;id-m l:pn'&-nm masyarakat
. Mﬁ{himm Cmmhl

mm Pﬂﬂlhﬁ!ﬂmﬂyl proses rekonsiliasi sosial pada ranoh
mternal Kolombia Mlhmm ckspektast

faktor stigma negatif terhadap mantan kombatan vang berkembang di dalam
masyarakat. Pada survei online yang dilakukan oleh Isabe] Giiiza Gomez don Abby
Cordova pada tohun 2023 dengan konteks untuk mengetahui seberapa tinggi
kekerasan terhadap pembela HAM khususnya eks kombatan. Survei tersebut

menyatakan bahwa hanya 22% responden yang bersikap positif terhadap



keberadaan eks kombatan, sedangkon 77% responden merasa terancam dengan
keberadaan mereka (Gomez, 2024). Survei tersebul memperlihatkan rendahnya
integritas sosial di Kolombia, stigma yang berkembang di masyarakat Kolombia
menggambarkan bahwa mantan kombatan memiliki sifat vang kejam dan
cenderung menciptakan rasa tidak aman jika berada disekitar masyarakat. Stigma
tersebut juga diperparah dengan Wmm yang dilakukan oleh
kelompok pemberontak ELN dan Eiw #Estado Mayar, Central) kelompok
pembangkang FACR yang tidak sefuju dengan perjanjian damai 2016. Hal ini
membuat proses rekonsiliasi sosial di Kolombia masth jauh dari tujuan perjanjian
damai 2016, Maka dari itu, penting bagi penulis untuk menganalisa sefis menggali
lebih dalam program Cociras para la Paz sebagai slat strategis dalam
merckonstruksi kembali sosial masyarakat serts membangun perdamaian di sektor
internal Kolombia dengan menggunakan kekavaan kuliner Kolombia.

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena studi Hubungan Internasional
sangat J;mmg mengangkat dimensi kebudayaan dlhm proges  peacebuilding.
&Imhww lebih cenderung menggunitkan cara yang lebih
bersifat formal dan politis seperti perjanjian dan intervensi vang pada akhirnya
membuat proses rekonsiliasi =osial berjalan kaku dan fujuan perdamaian tidak
tersampaikan dengan baik. Sementara peud.ehlnn berhasis kebudsyaan sepert

sektor gastronommu masih jarang disorot secara mendalam padahal dimensi tersebut
memiliki potensi besar untuk dijadikan medium dalam proses rekonsiliasi sosial
khususnya program yang mgin menyentuh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan

karena, dimensi kebudayaan merupakan salah satu dimensi yang dapat diterima



dengan mudah dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan
demikian, penelitian ini akan menggambarkan lebih jauh tentang bagaimana peran
dimensi kebudayaan khususnya sektor gastronomi dalam proses peacebuilding.
yang tentunya dopat memberikan koninbusi dalam  pengembangan  studi

1.3 Tujuan Fenelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:
I.  Menganalisis bagaimana program Cocinas para fo Paz memanfaatkan
praktik kuliner dalam proses rekonstruksi sosial masyarakat pasca-konflik
di Kolombia,



2. Menggali peran gasironomi sebagai alternatif baru untuk membangun
perdamaian dan kepercayaan publik.

3. Menjelaskan bagaimana dapur dijadikan ruang interaksi sosial yang
mendukung ferbentuknya narasi perdamaian antara masyarakat sipil dan
mantan pelaku konfik.

aktor internasional lain yang sedang mengalami atau telah melewati konflik
internal, bahwa pendekatan berbasis budaya lokal seperti kuliner dapat
menjadi alternatif baru dalam membangun kembali hubungan sosial di
tengah masyarakat. Selsin ity, hasil penelitian ini juga bisa menjadi



ganisasi masyarakat sipil defam : eram rekonsilisi
jnm a
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